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TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

UMUM

Perpustakaan pada Dinas merupakan salah satu sumber
informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting
dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu,
keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula
bagi Perpustakaan pada Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk
mencerdasakan kehidupan masyarakat sehingga wurgen untuk
didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai
standar nasional perpustakaan. Namun pada kenyataannya,
Perpustakaan pada Dinas masih dihadapkan pada persoalan krusial
antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen,
koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimiliknya
payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan
tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan pada Dinas belum
optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka,
pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian,
rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara.

Keberadaan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam
rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta
mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus
dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan
dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan
budaya.

Pada aspek yang lain, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai
perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum optimal sesuai dengan standar
perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal,
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi
berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan
perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan
kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah.



II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah
bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara
profesional, mengendepankan keahlian dan manajemen
yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata
kelaksanaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa
setiap kegiatan dan  hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa
penyelenggaraan  Perpustakaan  dilakukan  dengan
kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan
swasta.

Hurufd
Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan
pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan
Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa
Masyarakat dapat turut berperanserta dalam
penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa
penyelenggaraan  Perpustakaan  dilakukan  dengan
memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan
Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “‘kemudahan dan
keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat
diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan
berkala”, diantaranya termausk majalah, jurnal dan
surat kabar yang dapat ditemukan di ruang

Perpustakaan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah
pembuatan uraian singkat tentang keterangan
suatu Koleksi Perpustakaan, yang  dapat
dipergunakan sebagai  wakil dari Koleksi
Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah
ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi
Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan
setelah pembuatan katalog berupa pemberian
perlengkapan administrasi pada Koleksi
Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan
pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan
Koleksi Perpustakaan dapat/siap dipergunakan oleh
Pemustaka.

Huruf e

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 34

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga nonpustakawan yang

secara teknis

mendukung

pelaksanaan

fungsi

Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga
teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak
keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan
Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.



Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam
“pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan
kepada  Perpustakaan teladan di  Daerah,
Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang
menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam
“pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti
penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.



Pasal 67
Cukup jelas.
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